
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAW A TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 
KEKA Y AAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme, Pejabat pada Badan Usaha Milik 
Daerah merupakan Penyelenggara Negara sebagai 
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam 
kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, 
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara, Penyelenggara Negara wajib 
menyampaikan LHKPN kepada KPK; 

c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 
201 7 ten tang Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu 
disesuaikan guna mendukung pemerintahan yang 
akurat dan akuntabel; 

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
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menetapkan Peraturan W alikota ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 32 Tahun 201 7 ten tang Penyampaian 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 
(LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
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Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3243); 

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemberantasan Koru psi Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
ten tang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 572); 

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2021  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 
Nomor 7); 

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2017 
Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggaraan Negara (Lhkpn) Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar 
Tahun 2017 Nomor 32); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 
32 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA 
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 32 Tahun 201  7  ten tang Penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota 
Blitar Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut: 
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1 .  Ketentuan Pasal 1 ditambahan 3 (tiga) ketentuan, 
yakni angka 15,  angka 16 dan angka 1 7, sehingga 
ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota Blitar ini yang dimaksud 
dengan: 

1 .  Daerah adalah Kota Blitar. 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Blitar. 

3. Walikota adalah Walikota Blitar. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar. 

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau 
yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan 

Peraturan perundang-Undangan lainnya yang 

berlaku. 

6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa 

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud 

atau tidak berwujud, termasuk hak dan 

kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang 

yang dimiliki penyelenggara Negara beserta 
istri/ suami dan anak yang masih dalam 

tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas 

nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang 

diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara 
Negara memangku jabatannya. 

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan 

dalam bentuk cetak dan/ a tau bentuk lainnya 

tentang uraian dan rincian informasi mengenai 

Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk 

penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

8. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Blitar yang 
selanjutnya disebut dengan Pejabat WL adalah 

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang 

wajib mengisi, menyampaikan, dan 

mengumumkan LHKPN. 

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

10.  Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA 

adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna 

anggaran untuk menggunakan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara atau ditetapkan 
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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1 1 .  Kelompok Kerja ULP selanjutnya disingkat pokja 

ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari 

pejabat fungsional penggadaan yang berjumlah 

gasal yang beranggotakan paling kurang 3 (tiga) 

orang dan dapat ditambah sesuai dengan 

kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk 

melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 

Daerah/Institusi. 

12 .  Pengawas Penyelenggara Urusan pemerintahan di 

Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah 
pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenanang untuk melakukan 

kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 

teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai 
dengan Peraturan perundang-Undangan. 

13 .  Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah 

pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ J asa. 

14.  Jabatan Fungsioal Auditor yang selanjutnya 

disebut Auditor adalah Jabatan yang mempunyai 

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melakukan pengawasan intern 

pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau 
pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan 

Negara sesuai peraturan perundang-Undangan, 

yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan 

hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh 
oleh Pejabat yang berwenang. 

15 .  Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUMD adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Daerah. 

16 .  Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung 
jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan 
dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar. 

1 7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan 
umum Daerah yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 
perusahaan umum Daerah. 

2 .  Ketentuan Pasal 2 ditambahan 3 (tiga) ketentuan, 
yakni huruf j, huruf k dan huruf 1, sehingga 
ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 2 

Pejabat WL dalam Peraturan Walikota ini, antara lain: 

a. W alikota; 

b. Wakil Walikota; 

c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; 

d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; 

e. Kuasa Pengguna Anggaran; 

f. Auditor; 

g. Pokja ULP; 

h. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK; 

i. P2UPD; 

j .  Direksi BUMD; 

k. Dewan Pengawas BUMD; dan 

1. Kepala Bagian dan/atau yang disetarakan pada 
BUMD. 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W alikota 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 17  Januari 2023 
WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 17 Januari 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

PRIYO SUHARTONO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 4 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B GIAN HUKUM, 

• 

IKA HA WIJAYA S.H.  M.H. 
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